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BAB VI 

KESIMPILAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang di peroleh oleh penulis dapat di simpulkan bahwa 

pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berhasil menekan angka stunting dari tahun-

ketahun. Hal ini tidak luput dari hasil kerja keras atau kolaborasi antara Dinas 

Kesehatan dan Dinas Lainnya dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No 15 

Tahun 2019 tentang penurunan stunting melalui program-program kerja yang telah di 

tetapkan. 

Implementasi kebijakan penurunan stunting oleh pemerintah Kabupaten 

Manggarai Timur masih ditemui beberapa permasalahan dalam implemantasinya 

dilihat dari beberapa varuiabel antara lai: 

1. Variabel Komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa 

indicator yang menghambat seperti halnya penyampaian sosialisasi.Sumber daya 

berupa sarana dan prasarana dari dinas kesehatan belum optimal karena 

kurangnya anggaran yang masuk dalam pelaksanaan kebijakan ini. Disposisi 

yang dimiliki Aparatur Dinas Kesehatan sudah bisa dikatakan cukup baik dilihat 

dari kurangnya komitmen serius dalam menangani kasus stunting sebagai 

tugasnya walaupun pemberian insentif yang masih kurang. Struktur organisasi 

Dinas Kesehatan sudah berpegangan pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 

2019 tentang penurunan stunting di Kabupaten Manggarai Timur, fragmentasi 

dalam pengimplementasian Perbub ini suda optimal.  
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2. Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan 

prasarana dalam melaksanakan Perbub ini, dan kurangnya pemberian anggaran  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, maka sebagai bahan masukan untuk 

implementasi program penanggulangan stuntingdi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Manggarai Timur. 

1. Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur khususnya Dinas 

Kesehatan, agar dapat terus meningkatkan dan memberikan pendampingan 

kepada masyarakat dalam menanggulangi kasus stunting di Kabupaten 

Manggarai Timur dan terus menjalin kerjasama antar SKPD yang terkait dan 

juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas dan Pustu untuk terus 

melakukan pemantauan terhadap stunting serta lebih meningkatkan komunikasi 

antara lintas sektor serta memberikan edukasi terkait stunting dan memberikan 

fasilitas pelayanan yang mendukung dalam penanganan stunting. 

2. Harapan kepada masyarakat, agar dapat proaktif membantu Pemerintah untuk 

menanggulangi stunting di Kabupaten Manggarai Timur dengan memperhatikan 

pola asuh anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih baik, masyarakat harus 

memahami dan mempelajari tentang pemenuhan gizi untuk anak agar tidak 

terkena dampak gizi buruk yang dapat meningkatkan angka stunting di 

Kabupaten Manggarai Timur. 
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